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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana penerapan
peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan
dan pengemis serta tuna susila di Kecamatan Banjarmasin Timur, dan bagaimana kendala
dalam penerapan peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang
penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila di Kecamaran Banjarmasin Timur.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian
adalah Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Teknik Pengumpulan data menggunakan
teknik observasi, dan wawancara, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarisifikasi
dan intepretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode
deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh basil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menertibkan Gepeng di kecamatan Banjarmasin Timur yaitu Satpol PP melakukan kegiatan
penertiban terhadap para Gepeng di kecamatan Banjarmasin Timur, dalam penertiban ini ada
proses yaitu yang pertama melakukan pengawasan, penertiban gepeng dengan melakukan
patroli wilayah,kedua yaitu dengan adanya laporan masyarakat atau Dinas
Sosial Kota Banjarmasin, yang kemudian dari laporan tersebut Satpol PP melakukan kegiatan
brifing untuk pembagian tugas, Satpol PP melakukan penertiban gepeng, dan setelah
dilakukannya kegiatan penertiban dan pendataan, kemudian para Gepeng di serahkan ke
Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk pembinaan lebih lanjut. Faktor penghambat Satuan
Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis adalah kurangnya
Anggota yang berpatroli 24 jam, faktor anggaran, dan faktor perlawanan fisik maupun
nonfisik yang dilakukan oleh Gelandangan dan pengemis.
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